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Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Pra
ZRE by z
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam
sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai
Gugat antara :

XXX, NIK 5202074107010081, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Dusun Janggawana Selatan,
Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten
Lombok Tengah;

Penggugat;
melawan

XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Dusun Janggawana
Utara, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria,
Kabupaten Lombok Tengah;

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register
perkara Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 22 Januari 2024,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
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Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok
Tengah, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
B.19/5202071/1/2024, tertanggal 19 Januari 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Juli 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Orangtua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima
dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat
(XXX);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap
sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Pra yang telah
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dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan
ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah maka perkara ini diperiksa
tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan
Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan
Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat serta ketentuan terkait penyelesaian perkara a quo menurut
perundang-undangan dan syariat Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat mengajukan permohonan
pencabutan gugatannya secara lisan di muka sidang karena Penggugat akan
berpikir kembali mengenai surat gugatan yang diajukannya dan nasehat yang
diberikan oleh Majelis Hakim terkait masalah rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
datang menghadap sendiri ke persidangan, hal mana telah memenuhi
ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya
secara lisan di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Penggugat yang mencabut
perkaranya tersebut dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam
Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan
Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
132/Pdt.G/2024/PA.Pra dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami
Lailatul Khoiriyah, S.H.l., M.H., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza,
S.H.l., dan Musthofa Isniyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
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juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Quratul Aini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul I1zza, S.H.I. Lailatul Khoiriyah, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota Il,

Musthofa Isniyanto, S.H.
Panitera Pengganti,

Quratul Aini, S.H., M.H.

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran Rp.  30.000,00

- Proses Rp.  75.000,00

- Panggilan Rp. 350.000,00

- PNBP panggilan Rp.  30.000,00

- Redaksi Rp. 10.000,00

- Materai Rp. 10.000,00 +
Jumlah Rp. 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)
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